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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 70 TAHUN 2013
=======================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 74 TAHUN 2013 

T  E  N  T  A  N  G

PENGATURAN PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI  KABUPATEN TABANAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat mendukung terwujudnya kabupaten tabanan Sejahtera Aman dan Berprestasi dan dalam rangka penataan Pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka untuk pelaksanaan pengaturan pengkaplingan tanah perlu diatur secara lebih terarah; 

b. bahwa peruntukan lahan untuk kepentingan perumahan dan permukiman, yang dilaksanakan melalui pengkaplingan tanah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. bahwa untuk menjaga kelestarian Kawasan Konservasi serta Kawasan Pertanian, Warisan Budaya Dunia Jatiluwih serta timbulnya kawasan permukiman yang kumuh Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Peruntukan Pengkaplingan Tanah perlu diadakan Peninjauan Kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tabanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah –daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Kedua  Atas   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemarintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 )
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali  Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali  Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali  Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali  Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Bali  Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali  Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 6 Tahun 2005 tentang  Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Bali  Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali  Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 16 Tahun 2009 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali  Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali  Nomor  15);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 9 Tahun 2012 tentang  Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali  Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali  Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENGKAPLINGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI  KABUPATEN TABANAN
                  BAB I

                 KETENTUAN UMUM

                  Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalan Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Pengkaplingan Tanah adalah pemecahan tanah menjadi bidang tanah yang dipersiapkan pada kawasan pemukiman, untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
5. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase.
6. Perumahan adalah kelompok rumah yang berpungsi sebagai lingkungan tempat atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan tempat kerja terbatas.
                    BAB II

                       PENGATURAN PENGKAPLINGAN

                    Pasal 2

a. Setiap kegiatan pengkaplingan tanah di wilayah Kabupaten Tabanan, wajib mendapatkan ijin peruntukan pengkaplingan tanah. 
b. Pengkaplingan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Minimal pengembangan yang diijinkan sebanyak 20 kapling;
b. Luas lahan minimal 6.000 M2;
c. 30% dari pengembangan kapling yang diijinkan tersebut huruf a wajib diperuntukan untuk perumahan sederhana dengan luas minimal 100 M2;
d. 70% dari pengembangan kapling yang diijinkan tersebut huruf a wajib diperuntukan untuk  perumahan dengan luas minimal 200 M2;
e. pengembangan perumahan dan permukiman diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial 35% dari luas lahan;
f. fasilitas umum untuk jalan utama minimal 7 meter dan untuk jalan lingkungan minimal 6 meter; dan
g. pembangunan prasarana lingkungan berupa jalan dan drainase harus mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.  
                          Pasal 3
Pengkaplingan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman hanya boleh dilaksanakan pada kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) / Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

                         Pasal 4

(1) Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk di atur lebih lanjut penggunaan dan/atau peruntukannya.
(2) Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pelepasan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak ijin penggunaan tanah diterbitkan.
                   Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi kegiatan pembagian tanah yang semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan pembagian waris atau pemberian hibah berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
                   BAB III

                   TATA CARA DAN PERSYARATAN
                   Pasal 6

(1) Permohonan Peruntukan Pengaplingan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan oleh Perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum.

(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Tabanan melalui  Badan Penanaman Modal dan Perzininan Daerah 

(3) Permohonan Penunjukan Pengaplingan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:  

      Perorangan: 

a. Rekomendasi ruang dari BKRPD Kabupaten Tabanan ;

b. Foto copy KTP yang dilegalisir, 

c. Proposal kegiatan yang dilengkapi dengan gambar rencana pengembangan perumahan 

d. Foto copy hak atas tanah yang dimohon atau surat keterangan pengukuran (gambar ukur) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan;

e. Surat keterangan (persetujuan) dari Bendesa Adat di lokasi pengkaplingan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

f. Surat keterangan (persetujuan) dari Pekaseh/kelihan di lokasi pengkaplingan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

g. Foto copy NPWP perorangan/badan hukum yang dilegalisir,dan 

h. Persetujuan penyanding.

       Badan Hukum :

a. Rekomendasi ruang dari BKRPD Kabupaten Tabanan 

b. Foto copy KTP pemohon yang dilegalisir,

c. Proposal kegiatan yang dilengkapi dengan gambar rencana pengembangan perumahan;

d. Foto copy hak atas tanah yang dimohon atau surat keterangan pengukuran (gambar ukur) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan;

e. Surat keterangan (persetujuan) dari Bendesa Adat di lokasi pengkaplingan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

f.  Surat keterangan (persetujuan) dari Pekaseh/Kelihan di lokasi pengkaplinmgan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;

g. Foto copy akta pendirian bagi badan hukum yang dilegalisir,

h. Foto copy NPWP badan hukum yang dilegalisir, dan

i. Persetujuan penyanding. 

                   Pasal 7
(1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dala pasal 6 ayat (3) telah lengkap, maka dilakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran persyaratan administrasi dengan kondisi di lapangan / lokasi pelaksanaan pengaplingan dilakukan.

(2) Veripikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim paling lama 12 (dua belas) hari kerja teritung sejak tanggal diterimanya persyaratan administrasi secara lengkap.

(3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

                         Pasal 8
(1) Atas permohonan Peruntukan Pengkaplingan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Bupati Tabanan dapat menerima atau menolak setelah mendapat pertimbangan Tim.

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, maka ijin peruntukan Pengkaplingan Tanah diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.

(3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, Bupati Tabanan menolak menerbitkan Peruntukan Pengkaplingan Tanah disertai alasan-alasan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesai verifikasi.

               BAB IV
                PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
               Pasal 9

Bupati Tabanan mendelegasikan kewenangan tentang pengendalian ijin untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengkaplingan tanah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah.

                  Pasal 10

(1) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan ini menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan  tugas tersebut  ayat (1) dapat melakukan tindakan :
a. Menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) /Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Kajian BKPRD;
b. Menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah yang tidak mempunyai Peruntukan Pengkaplingan Tanah; dan 
c. Menghentikan dan menertibkan pelaksanaan pengkaplingan tanah yang telah mempunyai Peruntukan Pengkaplingan Tanah tetapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan Peruntukan Pengkaplingan Tanah yang telah diberikan. 
                   Pasal 11

Disamping tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Bupati Tabanan dapat membatalkan Peruntukan Pengkaplingan Tanah yang telah diterbitkan apabila : 
a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan 
b. Tidak menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
                       BAB V
                    SANKSI ADMINISTRASI

                       Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan/atau pencabutan Peruntukan Pengkaplingan Tanah
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan selang waktu masing-masing maksimal 1 bulan. 
(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terhakir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, kegiatan pelaksanaan pengkaplingan dapat dihentikan dan/atau Peruntukan Pengkaplingan Tanah dapat dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku.
               BAB VI
                 KETENTUAN PENUTUP

                 Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Peruntukan Pengkaplingan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal   28 Pebruari 2013 

BUPATI TABANAN,

                                                         T.T.D
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal  16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                T.T.D
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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